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Abstrak

Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam
mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan
peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah
desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu
saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa.
Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi
konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya
disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari
negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-
undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam
menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana
keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi
dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut
penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara
kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang
berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk
lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek
non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan
di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek
litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan
tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi
Negara dan Hukum Pidana.

Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau

Abstract
The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in
developing the progress of the nation through the village. One of the main problems
related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving
environmental problems in the village area is very important. Village officials who are
representatives of the village community, of course understand the conditions of the
economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of
environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green
constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter
abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal
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policy from the state in expressing the idea of environmental protection into legislation.
The formulation of the problem in this study is how the role of village officials in solving
environmental disputes in the perspective of green constitution and how the discretion of
village officials in resolving environmental dispute issues in litigation and non-litigation.
The nature of this research is normative legal research or it can be called library research.
This type of legal research is legal research conducted by examining library materials or
secondary data. The analysis of the research was conducted qualitatively by being
presented descriptively. The conclusions in this study are that village officials from the
village head to his staff in making policies related to the environment around the village
community, must prioritize the principles of sustainable development and provisions
regarding human rights to a good and healthy environment or commonly known (green
constitution). In the non-litigation aspect the role and function of the Village Head as a
mediator in this case there is a dispute in the community and the company related to
environmental disputes. In the aspect of litigation, there are at least three legal fields
which always occur in the practice of disputes regarding the environment, namely

settlement through civil law, State Administrative Law and Criminal Law.

Keywords : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa memiliki pera-
nan signifikan dalam pengelolaan proses
sosial di dalam masyarakat, tugas utama
yang harus ditempuh pemerintah desa
adalah bagaimana cara untuk mengem-
bangkan prinsip keterbukaan informasi
kepada publik, memberikan pelayanan
sosial yang baik sehingga dapat membawa
warganya pada kehidupan yang sejahtera,
rasa tentram dan berkeadilan. Pemerinta-
han desa diharapkan harus mampu me-
ngembangkan peran aktif masyarakat agar
senantiasa memiliki dan turut bertanggung
jawab terhadap perkembangan kehidupan
bersama sebagai warga desa. Melalui
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
sebagai pengganti Undang-Undang No-
mor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah, undang- undang ini memberikan
wacana dan paradigma baru dalam upaya
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan pela-
yanan pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat alam proses pembangunan,
serta daya saing daerah dengan memper-
hatikan prinsip keterbukaan.

Perangkat desa sebagai salah satu
unsur pelaku desa memiliki peran penting
tersendiri dalam mengembangkan kema-
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juan bangsa melalui desa. Perangkat desa
merupakan bagian dari unsur pemerintah
desa yang terdiri dari sekretaris desa dan
perangkat desa lainnya yang merupakan
aparatur desa dibawah naungan kepala
desa.! Perangkat desa yang dimaksud bia-
sanya jumlah dan sebutannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi sosial bu-
daya masyarakat setempat yang biasa di-
kenal dengan sebutan kepala urusan
(KAUR), kepala seksi (KASI), dan unsur
kewilayahan atau kepala dusun (KADUS)
yang ada di setiap pemerintahan desa.
Perangkat desa dituntut dapat mengelola
dan mengembangkan masyarakat dan se-
gala sumber daya yang kita miliki secara
baik (Good Governance) yang bercirikan
demokratis juga desentralistis.

Keinginan pemerintah beserta pe-
rangkat desa untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, salah
satunya dengan mengembangkan UU No

'RACHMAD FANANI ROIS dan Eva
Hany Fanida, “AKUNTABILITAS
PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi
Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan
Ujungpangkah Kabupaten Gresik),” Publika, 2018.
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14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infor-
masi publik.’ Salah satu prinsip yang
terkandung dalam good governance dan
berkaitan erat dengan keterbukaan infor-
masi adalah prinsip transparansi. Keterbu-
kaan informasi diharapkan dapat meng-
hasilkan persaingan politik yang sehat,
toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat
berdasarkan prefensi publik. Keterbukaan
informasi juga dipandang sebagai bagian
penting dan tak terpisahkan dari demo-
krasi.” Transparansi merupakan akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk mem-
peroleh informasi tentang penyeleng-
garaan pemerintah dan berbagai kebijakan
publik.

Permasalahan atau kendala yang di-
hadapi pada pemerintahan desa terkait
prinsip transparansi yaitu mengenai pem-
berian akses informasi yang kurang me-
madai dan akurat terhadap masyarakat.
Banyak masyarakat yang mengeluhkan
tata kelola pemerintahan desa yang dirasa
masih tertutup. Penentuan usulan proyek
atau kegiatan cenderung didominasi oleh
pemerintah desa sedangkan masyarakat
tidak dapat memberikan masukan me-
ngenai kegiatan tersebut. Pengembangan
prinsip transparansi di mayoritas desa
umumnya masih terbilang rendah dikare-
nakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan
ketidak jelasan mekanisme dalam menga-
kses data. Hal tersebut terjadi akibat peran
dari aparatur desa yang masih sangat
rendah dan tidak adanya kepedulian pe-
merintah desa terhadap kepentingan ma-
syarakat.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-
Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pe-

’Eko Sakapurnama dan Nurul Safitri,
“Good governance aspect in implementation of the
transparency of public information law,” Bisnis &
Birokrasi, Jurnal llmu Administrasi dan Organisasi,
2012.

’Rezal Yuliawan, Peran Perangkat Desa
Untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi Dalam
Good Governance Pada Pemerintahan Desa (Studi
Kasus di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo)

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan
merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
didalamnya sama sekali tidak menjelaskan
tentang jenis perkara/ perselisihan, meka-
nisme, bentuk, produk putusan maupun
implikasi hukum dari penyelesaian kepala
desa. Sekaligus dalam peraturan pemerin-
tah tersebut tidak dijelaskan apakah ke-
pala desa bertindak sebagai “hakim desa”
atau mediator seperti dalam Alternatif
Dispute Resolution (ADR). Apabila ber-
tindak sebagai mediator dapat mengacu
pada ketentuan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila
bertindak sebagai hakim desa, usaha pe-
nyelesaian perkara/ sengketa secara da-
mai, pernah diatur pada masa Hindia Be-
landa disebut sebagai Peradilan Desa, da-
lam Pasal 3a RO yang sampai sekarang ti-
dak pernah dicabut.

Melalui peran dan fungsi Kepala
Desa sebagai mediator dalam hal ini ter-
jadi perselisihan dalam masyarakat seba-
gai upaya memperkuat nilai-nilai pagu-
yuban yang telah ditegaskan oleh Undang-
Undang Desa, harus didayagunakan sema-
ksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk
memperluas akses keadilan bagi warga
masyarakat. Guna membekali Kepala De-
sa dengan kemampuan layaknya mediator
penyelesaian sengketa profesional, dise-
lenggarakan pendidikan dan pelatihan Ke-
pala Desa, dengan keuntungan yang dipe-
roleh para pihak yang berselisih melalui
penyelesaian oleh Kepala Desa adalah
para pihak yang berselisih tidak terpe-
rangkap dengan formalitas acara sebagai-
mana dalam proses litigasi. Para pihak
dapat menentukan cara-cara yang lebih
sederhana dibandingkan dengan proses
beracara formal di Pengadilan. Jika pe-
nyelesaian sengketa melalui litigasi dapat
diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus
terus naik banding, kasasi, sedang pelihan
penyelesaian sengketa melalui mediasi
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lebih singkat, karena tidak terdapat ban-
ding atau bentuk lainnya.

Dalam berbagai kasus yang me-
nyangkut masalah lingkungan, biasanya
Korporasi merupakan subyek paling do-
minan sebagai dalang yang menyebabkan
terjadinya penurunan mutu lingkungan
hidup di suatu wilayah atau lingkungan
masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas
dari kegiatan korporasi yang mengeks-
ploitasi sumber daya alam dalam jumlah
besar sebagai salah satu faktor produksi
untuk menunjang operasional yang secara
langsung atau tidak langsung dapat me-
nimbulkan dampak terhadap masyarakat
sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu
timbulnya sengketa antara korporasi dan
masyarakat.Apabila terjadi sengketa dibi-
dang lingkungan hidup, proses penye-
lesaiaanya diatur Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP-
PLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH)
mengatur bahwa:*“sengketa lingkungan
hidup adalah perselisihan antara dua pihak
atau lebih yang timbul dari kegiatan yang
berpotensi dan atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.”

Lebih lanjut dalam Pasal 84 UUP-
PLH mengatur:

Penyelesaian sengketa  lingkungan
hidup dapat ditempuh melalui pe-
ngadilan atau di luar pengadilan. Pi-
lihan penyelesaian sengketa lingku-
ngan hidup dilakukan secara suka-
rela oleh para pihak yang berseng-
keta. Gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa di luar penga-
dilan yang dipilih dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pi-
hak yang bersengketa.

Dari ketentuan di atas dapat disim-
pulkan bahwa penyelesaian lingkungan
hidup bersifat sukarela dan lebih menen-
kankan penyelesaian diluar pengadilan,
artinya para pihak yang bersengketa dapat
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memilih forum penyelesaian sengketa li-
ngkungan hidup apakah melalui pengadi-
lan atau di luar pengadilan dan proses
penyelesaian melalui pengadilan hanya
dapat dilakukan jika proses penyelesaian
sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah
dilakukan dan tidak bisa berhasil menye-
lesaikan permasalahan.Adapun tujuan dari
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan dilakukan untuk men-
capai kesepakatan sebagaimana diatur da-
lam pasal 85 UUPPLH, yaitu berupa:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;

2. Tindakan pemulihan akibat pen-
cemaran dan/atau perusakan;

3. Tindakan tertentu untuk menja-
min tidak akan terulangnya pen-
cemaran dan/atau perusaka; dan-
/atau

4. Tindakan untuk mencegah tim-
bulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup

Upaya yang ditempuh melalui pe-

nyelesaian sengketa di luar pengadilan ini
dapat meminta bantuan pihak lain untuk
membantu menyelesaikan permasalahan,
misalnya dapat menggunakan jasa mediator
dan/atau arbiter (baik arbiter adhoc atau
melalui lembaga penyelesaian Badan Arbi-
trase Nasional Indonesai).Sementara itu,
penyelesaian sengketa melalui pengadilan
atau litigasi dapat dilakukan melalui tiga
jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan
pidana di pengadilan umum, maupun gu-
gatan tata usaha negara di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).Pemilihan tiga jalur
penyelesaian sengketa lingkungan melalui
jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-
unsur perbuatan melanggar hukum yang
terkandung dalam sengketa lingkungan
tersebut. Gugatan perdata diajukan di pe-
ngadilan umum, jika perbuatan melanggar
hukum yang terkandung dalam sengketa
lingkungan tersebut menimbulkan kerugian
pada orang lain atau kerugian pada ling-
kungan hidup atau perbuatan melanggar
hukum tidak bersifat kejahatan atau per-
buatan melanggar hukum tersebut tidak
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termasuk pada ketentuan Bab XV tentang
Ketentuan Pidana UUPPLH.

Sementara untuk penyelesaian seng-
keta melalui tuntutan pidana di pengadilan
umum terjadi jika segi perbuatan masuk
dalam kategori tindakan kejahatan seba-
gaimana termuat dalam Bab XV tentang
Ketentuan Pidana UUPPLH.Sedangkan un-
tuk gugatan tata usaha sifanya terkait de-
ngan masalah administratif mengenai ke-
putusan dibidang lingkungan yang dikeluar-
kan pejabat. Gugatan tata usaha negara
dapat diajukan apabila:

1. Badan atau pejabat tata usaha ne-
gara menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/atau kegiatan ya-
ng wajib amdal tetapi tidak dileng-
kapi dengan dokumen amdal;

2. Badan atau pejabat tata usaha ne-
gara menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-
UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen UKLUPL; dan/atau;

3. Badan atau pejabat tata usaha ne-
gara menerbitkan izin usaha dan/-
atau kegiatan yang tidak dilengkapi
dengan izin lingkungan.

Jadi, apabila terdapat izin-izin
yang berkaitan dengan lingkungan hidup
diterbitkan oleh pemerintah yang tidak
memenuhi persyaratan dalam penerbitannya
dapat mengajukan permohonan pembatalan
izin tersebut melalui gugatan tata usaha
negara.Berdasarkan penjelasan di atas,
maka ketika korporasi berhadapan dengan
sengketa lingkungan hidup, maka perlu
memahami bagaimana proses penyelesaian
masalah yang ditempuh, apakah diselesai-
kan melalui penyelesaian diluar pengadilan,
atau litigasi, dan apakah permasalahannya
terkait dengan pidana, perdata atau tata
usaha negara Hal ini perlu dilihat oleh
korporasi secara jeli agar tidak salah
menentukan cara penyelesaian sengketa
lingkungan.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan
ini, antara lain ialah :Bagaimana peran
aparat desa terhadap penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dalam perspektif green

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan
constitution ? Bagaimana kedudukan aparat
desa dalam menyelesaikan persoalan seng-
keta lingkungan hidup secara litigasi mau-
pun non litigasi ?
B. Metode Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif atau bisa disebutpenelitian
studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum
ini adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Data sekunder yang dicari pada
penelitian ini lebih diutamakan kepada
peraturan perundang — undangan yang ber-
kaitan Pemerintahan Desa dan Pengelo-laan
Lingkungan Hidup, dokumen — dokumen
dan tulisan — tulisan yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Dalam pene-
litian ini data yang diperoleh dari studi do-
kumen dan pustaka terhadap data sekunder,
baik bahan hukum primer, maupun sekun-
der dianalisis dengan metode kualitatif.
Istilah kualitatif mengandung arti bahwa
data diuraikan secara berkualitasdalam
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis,
tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga
hasil analisis tersebut mudah dipahami dan
ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini da-
ta disajikan secara deskriptif, yaitu bersifat
menuturkan dan menafsirkan data yang ada,
misalnya tentang situasi yang dialami, satu
hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang
menampak, atau tentang proses yang
sedang berlangsung pengaruh yang sedang
bekerja, kelainan yang sedang muncul,
kecenderungan yang menampak, dan per-
tentangan yang meruncing .
C. Analisis dan Diskusi
Peran Aparat Desa Terhadap Penye-
lesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Dalam Perspektif Green Constitution

*Muhammad Syahri Ramadhan dan Diana
Novianti, “TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA
PRAKTEK KORUPSI DI PERUSAHAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA,” Jurnal Thengkiyang 1,
no. 1 (2018): 98-114,
http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalT
engkhiang/issue/view/1/Halaman 98-114.
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Permasalahan lingkungan hidup di dunia
terutama di Indonesia merupakan suatu
masalah yang sampai saat ini masih men-
jadi masalah besar bagi umat manusia.
Berbagai jenis pencemaran lingkungan baik
yang ada di darat, air maupun udara,
semuanya pernah terjadi di Indonesia.
Kasus kebakaran lahan hutan, tercemarnya
air laut maupun sungai akibat kelalaian
umat manusia yang membuang sampah
sembarangan atau pembuangan limbah
pabrik yang tidak terkontrol, menggam-
barkan masih mirisnya jiwa kepedulian dari
masyarakat maupun pemerintah dalam
menanggulangi kasus bencana lingkungan
hidup tersebut. Kawasan yang berpotensi
untuk dirusak oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab seperti kawasan kehu-
tanan, pertanian, sungai atau air laut
tersebut biasanya lokasinya tidak jauh
dengan daerah perdesaan.Peran aparat desa
dalam menyelesaikan permasalahan ling-
kungan hidup di kawasan desa tersebut
begitu sangat penting. Aparat desa yang
merupakan representasi dari masyaakat
desa, tentunya memahami kondisi aspek
ekonomi, sosial, politik dan geografis di
kawasan desa tersebut.

Terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, aparat desa
seyogianya merupakan sub — bagian lem-
baga pemerintah dalam mengawal konsep
green contitution yang diatur dalam UUD
1945. Pada prinsipnya, green constitution
melakukan konstitusionalisasi norma hu-
kum lingkungan ke dalam konstitusi me-
lalui menaikkan derajat norma perlindungan
lingkungan hidup ke tingkat konstitusi.
Dengan demikian, pentingnya prinsip pem-
bangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan dan perlindungan terhadap
lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan
yang kuat dalam peraturan perundang-
undangan. Atas dasar itu, green constitution
kemudian mengintrodusir terminologi dan
konsep yang disebut dengan ekokrasi (eco-
cracy) yang menekankan pentingnya kedau-
latan lingkungan.Dalam konteks Indonesia,
green constitution dan ecocracy tercermin
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dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak
asasi manusia serta konsep demokrasi eko-
nomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.Kekuasaan tertinggi atau
kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang
tercermin dalam konsep hak asasi manusia
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H
Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, serta tercermin
pula dalam konsep demokrasi yang dengan
prinsip pembangunan yang berkelanjutan
(subtasinable development) dan wawasan
lingkungan. Hal-hal itulah yang memberi-
kan basis konstitusional bagi green cons-
titution. Dengan demikian, norma perlin-
dungan lingkungan hidup di Indonesia
sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang
semakin kuat. Namun, masih belum banyak
pembuat kebijakan publik maupun masya-
rakat luas di Tanah Air yang mengetahui
dan memahami tentang hal yang penting
ini. Itulah sebabnya diperlukan program
untuk menyebarluaskan pengetahuan pema-
haman tentang green constitution dan eco-
cracy tersebut. Program GreenConstitution
ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Peran besar terhadap pelestarian Li-
ngkungan Hidup yang diemban aparat desa-
dalam manjaga kelestarian lingkungan di
kawasan perdesaannya begitu besar. Kete-
gasan aparat desa dalam menjaga keles-
tarian lingkungan hidup tidak hanya sebatas
denganberpedoman kepada peraturan dae-
rah bahkan peraturan desa saja. Aparat desa
haruslah juga menjadikan Konstitusi itu
sendiri yaitu tepatnya di dalam Undang —
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dising-
kat UUD 1945) sebagai acuan utama dalam
menegakan konsep green constitution (kon-
stitusi hijau) terkait dengan kasus pence-
maran dan perusakan lingkungan hidup.
UUD 1945 merupakan supremasi hukum
tertinggi di dalam Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia, Pelestarian dan perlindu-
ngan Lingkungan hidup apabila diatur
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dalam Konstitusi maka penjagaan akan hal
tersebut akan semakin kuat.’Penyelesaian
sengketa lingkungan hidup ini sebenarnya
merupakan bagian dari pelaksanaan konsep
green constitution (konstitusi hijau) yang
ada dalam undang — undang dasar negara
kesatuan republik indonesia tahun 1945
(selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep
green constitution ini sendiri merupakan
kebijakan hukum dari negara dalam menua-
ngkan ide perlindungan lingkungan hidup
ke dalam peraturan perundang — undangan®.
Bagi sebagaian besar negara temasuk
Indonesia, konstitusi termasuk klasifikasi
konstitusi derajat tinggi sebagai konstitusi
yang mempunyai kedudukan tertinggi
dalam negara. Dalam setiap negara selalu
terdapat  berbagai  tingkat peraturan
perundang-undangan baik dilihat dari isinya
maupun ditinjau dari bentuknya, salah
satunya berupa konstitusi yang termasuk
dalam kategori tertinggi, apabila dilihat dari
segi bentuknya berada diatas peraturan
perundang-undangan yang lain. Dalam pra-
ktek, tidak banyak negara mencamtumkan
hak asasi dalam konstitusinya, khususnya
berkenaan dengan perlindungan terhadap
lingkungan. Sehingga dalam menyikapi
suatu perubahan dalam ketentuan-ketentuan
baru untuk diatur dan dirumuskan dalam
kontitusi memerlukan perubahan konstitusi
suatu negara melalui proses yang diatur
dalam ketentuan konstitusi tersebut, pe-
ngaturan hukum nasional menjadi hal yang
penting apabila hal tersebut berkenaan
dengan kepentingan internasional, sehingga
peran konstitusi negara sebagai suatu acuan
dan pedoman menjadi sangat penting
sebagai salah satu peran dan tanggung
jawab negara kepada masyarakat interna-
sional dan warga negaranya bagi keberlang-
sungan kehidupan dan Lingkungan sebagai
warisan bagi generasi yang akan datang.

*Jimly Asshidigie, 2010, Green
Constitution : Nuansa Hijau Undang — Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Rajawali Pers, Jakarta, him. 2.

*Ibid, him.4.

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan
Salah satu ide dan perkembangan
dalam upaya perlindungan terhadap lingku-
ngan adalah menempatkan pengaturan hak
asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi
negara sebagai komitmen terhadap perlin-
dungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.
Konstitusi hijau (Green Constitution) men-
jadi salah satu hal yang menjawab berbagai
macam kekhawatiran masyarakat berkenaan
dengan penurunan fungsi lingkungan se-
bagaimana penyataan bahwa :
“ Negeri ini sedang melihat proses
kegentingan ekologi yang tak terben-
dung, bencana ekologis mengancam
dimana jutaan rakyat terus bertaruh
atas keselamatan diri dan keluarga
mereka akibat lemahnya peran negara
didalam melindungi keselamatan war-
ga negaranya sebagaimana yang dia-
manatkan dalam Konstitusi negara”.’
Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945) alinea keempat menya-
takan bahwa negara Indonesia melindungi
segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah
darah Indonesia dan memajukan kesejah-
teraan umum. Negara mempunyai tanggung
jawab terhadap perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup (sumberdaya manu-
sia, sumberdaya alam dan sumberdaya bu-
daya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1)
UUD 1945 Amandemen Kedua menegas-
kan bahwa setiap orang berhak mendapat-
kan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam upaya mencapai tujuan nasional,
dilakukanlah kegiatan pembangunan nasi-
onal sebagai rangkaian upaya pemba-
ngunan yang berkesinambungan yang meli-
puti seluruh aspek kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara.Kegiatan tersebut me-
mungkinkan terjadinya pemanfaatan sum-
ber daya secara berlebihan sehingga menga-
kibatkan pencemaran dan perusakan lingku-
ngan secara global.

7 Maret Priyanta, Penerapan Konsep
Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia
Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus
2010.
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Secara sistemik, dalam sistem hukum
nasional yang berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
setiap bidang hukum merupakan bagian
dari sistem nasional serta harus bersumber
pada pancasila dan UUD 1945. Setiap bi-
dang hukum nasional itu bersumber pada
pancasila, berlandaskan UUD 1945 dan
terdiri dari sejumlah peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi maupun hukum
kebiasaan termasuk hukum lingkungan.
Dengan menggunakan pola atau kerangka
pemikiran tersebut kita akan berfikir sist-
emik, walaupun masing-masing bidang
hukum itu dapat berkembang sesuai dengan
kebutuhannya sendiri. Hukum lingkungan
dalam pengertian yang paling sederhana
sebagai hukum yang mengatur tatanan
lingkungan (lingkungan hidup). Lingku-
ngan hidup sebagai kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia danperilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, ke-
langsungan perikehidupan, dan kesejahtera-
an manusia serta makhluk hidup lain.®

Berkenaan dengan hak asasi manusia
dimana hakikat HAM sendiri adalah meru-
pakan upaya menjaga keselamatan eksiste-
nsi manusia secara utuh melalui aksi
keseimbangan antara kepentingan perseora-
ngan dengan kepentingan umum. Begitu
juga upaya menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi HAM menjadi kewaji-
ban dan tanggung jawab bersama antara
individu, pemerintah, dan Negara’. Hak
asasi manusia yang berhubungan tentang
hak atas lingkungan hidup sebetulnya
Indonesia telah memberikan pengaturan
dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar
1945 Amandemen Kedua Tahun 2000
menyatakan bahwa “setiap orang berhak
........ mendapatkan lingkungan hidup yang
sehat...” Namun pengaturan ini dirasakan
masih terlalu abstrak dalam pelaksanaan-
nya. Berkenaan dengan Negara harus mem-
berikan dorongan kepada setiap orang dan

*Ibid.
Budiyono dan Rudy, 2014, Konstitusi dan
HAM. Bandar Lampung, Justice Publisher, him. 68.
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badan hukum untuk melindungi alam dan
harus mempromosikan sikap penghormatan
kepada semua elemen dalam satu kesatuan
ekosistem tidak diatur secara tegas dalam
konstitusi dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan
negara melindungi segenap tumpah darah
Indonesia dan diatur pula dalam berbagai
Undang-Undang di bidang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus
melakukan  prinsip  kehati-hatian ~ dan
mengadakan pembatasan dalam semua
aktivitas yang dapat mengarah kepada pe-
musnahan spesies, perusakan ekosistem
atau menyebabkan perubahan permanen
pada sirkuk alam di atur dalam Undang-
Undang dan Peraturan-peraturan pemerin-
tah yanglebih teknis seperti ke-tentuan
mengenai kewajiban bagi kegiatan usaha
untuk melakukan analisis mengenai dampak
Lingkungan (AMDAL). Berkenaan dengan
kegiatan dalam pemanfaatan sum-ber daya
alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang
menyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya di-
kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
hal inipun menjadi permasalahan karena
dijadikan dasar bagi sektor-sektor untuk
membuat undang-undang sehingga men-
jadikan tidak harmonis dan sinkronnya
peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup.'® Pasal 33 ayat (4) UUD
1945 juga menegaskan adanya prinsip
berkelanjutan yang terkandung dalam asas
demokrasi ekonomi yang dianut oleh konst-
itusi Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa
kata “berkelanjutan” itu sebenarnya berkait-
an dengan konsep sustainable development
atau dalam bahasa Indonesia disebut
pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait
juga dengan perkembangan gagasan tentang
pentingnya wawasan pemeliharaan, pelesta-
rian, dan perlindungan lingkungan hidup
yang sehat, dimana telah menjadi wacana
dan kesadaran umum diseluruh penjuru

0op.cit.
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dUIlllia untuk menerapkannya dalam prak-
tik .

Konstitusi di Indonesia dipahami se-
bagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan
berlaku serta dijadikan dasar dalam penye-
lenggaraan negara. Suatu hal yang positif
apabila konstitusi memut hal-hal maupun
hak-hak berkenaan dengan pengelolaan
lingkungan hidup dalam konstitusi Penega-
san hak atas Lingkungan akan mencegah
tumpang tindih peraturan perundang-unda-
ngan sertamembuat peraturan perundang-
undangan menjadi harmonis karena ber-
sumber langsung kepada konstitusi.Setiap
negara yang mengaku sebagai demokrasi
konstitusional harus menjamin hak asasi
manusia yang fundamental tersebut sebagai
hak konstitusional. Oleh karena itu Indo-
nesia sebagai negara demokrasi konstitu-
sional sudah seharusnya memberikan jami-
nan konstitusional akan lingkungan yang
baik di konstitusi. Jaminan konstitusional
lingkungan dalam konstitusi dapat bernilai
positif terhadap perlindungan lingkungan
dalam beberapa hal. Pertama, jaminan
konstitusional memebrikan dasar akan hu-
bungan negara rakyat dan lingkungan. Ke-
tentuan konstitusional mempunyai ranking
tertinggi dalam hierarki norma sehingga
memberikan kepastian dan kekuatan lebih
dari UU, peraturan administrasi, atau putu-
san pengadilan.lzKedua, ketentuan konsti-
tusional dapat menjadi elemen koordinasi
dalam perlindungan lingkungan. Dalam
konteks ini, jaminan konstitusional dalam
konstitusi dapat menjadi mercusuar koordi-
nasi bagi seluruh instrument hukum perlin-
dungan lingkungan, dengan demikian mem-
udahkan bagi pengajuan constitutional re-
view terhadap pengaturan yang merugikan

"Jimly Asshiddigie, 2010, Green
Constitution, Jakarta, Rajawali Pers, him. 133.

"“Rudy, Dari Putusan Hijau Mahkamah
Konstitusi ke Green Constitution (Refleksi Dinamika
Putusan MK dan Penguatan Perlindungan
Konstitusional dalam UUD 1945), 2015, Dinamika
Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi
Hijau. Bandar Lampung, Indepth Publishing, hlm.
72.

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan
lingkungan.*Ketiga, jaminan konstitusional
dapat memupuk dan memberdayakan par-
tisipasi masyarakat yang lebih besar dalam
perlindungan lingkungan."

Kedudukan Aparat Desa Dalam
Menyelesaikan Persoalan Sengketa Ling-
kungan Hidup Secara Litigasi Maupun
Non Litigasi
Sengketa lingkungan hidup adalah perseli-
sihan yang melibatkan dua pihak atau lebih
yang ditimbulkan adanya atau dugaan ada-
nya pencemaran dan atau perisakan ling-
kungan. Penyelesaian sengketa dapat dila-
kukan lewat dalam maupun luar pengadilan
dengan UU No. 32/2009 tentang Perlin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai dasar hukumnya. Penyelesaian se-
ngketa dalam pengadilan disebut litigasi se-
dangkan penyelesaian di luar pengadilan
disebut non-litigasi.Penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan itu
adalah pilihan dari pihak-pihak yang ber-
sengketa dan sifatnya sukarela. Tujuan di-
aturnya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan adalah untuk melindungi hak
keperdataan para pihak yang bersengketa
dengan cepat dan efisien. Ini disebabkan
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi
(dalam pengadilan) cenderung membutuh-
kan waktu lama dan biaya yang relatif tidak
sedikit. Hal ini disebabkan proses penye-
lesaian sengketa lambat, biaya beracara di
pengadilan mahal, pengadilan dianggap ku-
rang responsif dalam penyelesaian perkara,
sehingga putusan yang seringkali tidak
mampu menyelesaikan masalah dan penum-
pukan perkara ditingkat Mahkamah Agung
yang tidak terselesaikan'.

1. Jalur Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa lingku-
ngan hidup secara aspek litigasi, pada
umumnya dapat dilakukan dengan tiga
bidang hukum yaitu penyelesaian prak-
tek perselisihan mengenai lingkungan

PIbid.

“Ibid.

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum
Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo
Persada
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di bidang Hukum Perdata, Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Pi-
dana.

a. Hukum Perdata

Dalam proses penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di bi-
dang hukum perdata, lazimnya ber-
kaitangan dengan gugatan ganti
rugi. Dalam Pasal 87 UUPPLH :
Ayat (1)

Setiap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melakukan
perbuatanmelanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau  perusakan
lingkungan hidup yangmenimbulkan
kerugian pada orang lain atau ling-
kungan hidup wajib membayar ganti
rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu.

Ayat (2)

Setiap orang yang melakukan pemi-
ndahtanganan, pengubahan sifat dan
bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari
suatu badan usaha yang melanggar
hukum tidak melepaskan tanggung
jawab hukumdan/atau kewajiban
badan usaha tersebut.

Ayat (3)

Pengadilan dapat menetapkan pem-
bayaran uang paksa terhadap setiap
hariketerlambatan atas pelaksanaan
putusanpengadilan.

Ayat (4)

Besarnya uang paksa diputuskan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal di atas jika
dimaknai secara restriktif, maka
pasal 87 UUPLH memang memani-
festasikan norma — norma terkait
sanksi hukum perdata. Dalam konte-
ks aturan norma hukum yang diatur
dalam Kitab Undang — Undang Hu-
kum Perdata (KUHPerdata). Aturan
yang dapat disinkronisasikan de-
ngan aturan sanksi perdata dalam
UUPPLH 1ialah Pasal 1243, 1365
dan 1865 Kitab Undang — Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata). Pa-
sal 1243 KUHPerdata menyebutkan
penggantian biaya, rugi, dan bunga
karena tidak dipenuhinya suatu peri-
katan, barulah mulai diwajibkan,
apabila si berutang, setelah dinyata-
kan lalai memenuhi perikatannya,
tetap melalaikannya, atau jika sesua-
tu yang harus diberikan atau dibuat-
nya hanya dapat diberikan atau di-
buat dalam tenggang waktu yang
telah dilampaukannya. Selanjutnya,
Pasal 1365 KUH Perdata menyebut-
kan tiap perbuatan melanggar hu-
kum, yang membawa kerugian ke-
pada seorang lain, mewajibkan ora-
ng yang karena salahnya menerbit-
kan kerugian itu, mengganti keru-
gian tersebut. Dalam kaitannya de-
ngan beban pembuktian pasal 1865
KUHPerdata menyebutkan barang-
siapa mengajukan peristiwa — peris-
tiwa itu; sebaliknya barang-siapa
mengajukan peristiwa — peristiwa
guna pembantahan hak orang lain,
diwajibkan juga membuktikan peri-
stiwa — peristiwa tersebut.'®

Alasan hukum lain yang da-
pat menguatkan analisis bahwa Pa-
sal 87 UUPLH berkorelasi dengan
norma hukum yang diatur dalam
Pasal 1243, 1365 dan 1865 Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yaitu dapat dilihat
dalama penjelasan Pasal 87 ayat (1)
UUPLH yang menyebutkan :
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini merupakan
realisasi asas yang ada dalamhukum
lingkungan hidup yang disebut asas
pencemar membayar. Selaindiharus-
kan membayar ganti rugi, pencemar
dan/atau perusaklingkungan hidup
dapat pula dibebani oleh hakim un-

' R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab

Undang — Undang Hukum Perdata, dalam
Mohammad Taufik Makarao, 2011, Aspek — Aspek
Hukum Lingkungan, PT Indeks, Jakarta, him. 243.
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tuk melakukantindakan hukum ter-

tentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki
unit pengolahan limbah sehing-
ga limbah sesuai dengan baku
mutu lingkungan hidup yang
ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan
hidup; dan/atau

c. menghilangkan atau memusnah-
kan penyebab timbulnya pence-
maran dan/atau perusakan ling-
kungan hidup.

Jika menelisik dari penjelasan Pasal

87 ayat (1) UUPPLH, sudah sangat

jelas bahwa ganti kerugian dan pe-

mulihan terkait pencemaran dan/-
atau perusakan lingkungan hidup
merupakan manifestasi norma san-
ksi hukum yang diatur dalam Pasal
1243, 1365 dan 1865 KUHPerdata.

. Hukum Administrasi Negara

Dalam konteks Hukum Admi-
nistrasi Negara, sanksi administratif
yang dapat diterapkan telah diatur
dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal
83 UUPPLH. Sanksi administratif
ini pada umumnya sama dengan
norma sanksi administratif yang
diatur dalam peraturan perundang —
undangan yang lain. Hal ini dapat
dilihat dalam Pasal 76 ayat (2)
UUPPLH yang menyebutkan Sanksi
administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan;
atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Di dalam UUPLH, sanksi admi-
nistratif diterapkan secara tegas, sa-
lah satu ketegasan tersebut ialah da-
lam penerapan saksi administratif
dapat dilaksanakan secara langsung
ke tahapan paksanaan pemerintah
tanpa harus melalui mekanisme
tahapan teguran tertulis terlebih da-
hulu. Hal ini sebagaimana dalam

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan

Pasal 80 ayat (2) UUPPLH yang

menyebutkan Pengenaan paksaan

pemerintah dapatdijatuhkan tanpa
didahului teguran apabilapelangga-
ran yang dilakukan menimbulkan
ancaman yang sangat serius bagima-
nusia dan lingkungan hidup;dampak
yang lebih besar dan lebih luasjika
tidak segera dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya; dan/atau ke-
rugian yang lebih besar bagi lingku-
ngan hidup jika tidak segera dihenti-
kan pencemaran dan/atauperusakan-
nya. Adapun paksaan pemerintah
yang dimaksudkan disini ialah se-
bagaima diatur dalam Pasal 80 ayat

(1) yang menyebutkan :

Ayat (1)

Paksaan pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf b berupa:

a. penghentian sementara kegiatan
produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan
airlimbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau
alatyang berpotensi menimbul-
kan pelanggaran,;

f. penghentian sementara seluruh
kegiatan;atau

g. tindakan lain yang bertujuan
untuk menghentikan pelangga-
ran dan tindakan memulihkan
fungsilingkungan hidup.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (UU Kehutanan)
juga mengatur mengenai Ganti Rugi
dan Sanksi Administratif. Pasal 80
ayat (1) UU Kehutanan menyebut-
kan setiap perbuatan melanggar hu-
kum yang diatur dalam UU ini, de-
ngan tidak mengurangi sanksi pida-
na sebagaimana diatur dalam Pasal
78, mewajibkan kepada penanggung
jawab perbuatan itu untuk memba-
yar ganti rugi sesuai dengan tingkat
kerusakan atau akibat yang ditim-
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bulkan kepada negara, untuk biaya
rehabilitasi, pemulihan kondisi hu-
tan, atau tindakan lain yang diperlu-
kan. Selanjutnya dalam Pasal 80
ayat (2) UU Kehutanan menye-
butkan setiap pemegang izin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan, atau
izin pemungutan hasil hutan yang
diatur dalam undang — undang ini,
apabila melanggar ketentuan diluar
ketentuan pidana sebagaimana dia-
tur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi
administratif."”

Hukum Pidana

Ketentuan sanksi hukum pi-
dana terkait sengketa lingkungan hi-
dup ini dapat dilihat dalam 2 (dua)
aspek regulasi, yaitu dalam UU-
PPLH dan Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana (KUHP). Adapun
dalam UUPPLH, ketentuan pidana
diatur dalam Pasal 97 sampai de-
ngan Pasal 120 UUPLH. Adapun
bentuk sanksi pidana yang diatur
dalam UUPLH dapat berupa pen-
jara, denda maupun tindak ganti tugi
lainnya. Menurut Koesnadi Hardja-
soemantri menyebutkan, keseluru-
han sanksi tersebut dapat bersifat
kumulatif. Gabungan dari berbagai
ketentuan yang dikenakan kepada
pencemar/perusak seperti yang ter-
dapat dalam UUPPLH, terdapat pula
pada keputusan yang diambil oleh
European Council of Enviromental
Law dalam resolusinya no. 5 yang
diambil pada tanggal 25 Juni 1977
di London, yang menyebutkan :
“The main sanction of imprisonment
and fines should be supplemented by
compensantory provisions, possibly
subject to penalty dues for non-
performance, such as restoration of

7 Mohammad Taufik Makarao, 2011,

Aspek — Aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks,
Jakarta, hlm. 247.
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the area or premised effected, insta-
lation of pollution control devices
etc.”'® Artinya ialah sanksi utama
penjara dan denda dapat ditambah
dengan tindakan ganti rugi, kemu-
ngkinan seseorang dihukum berkai-
tan dengan kerusakan, misalnya per-
baikan lingkungan tersebut atau
dampak yang terjadi, instalasi pen-
gawasan polusi sebagai tujuan.

Adapun dalam KUHP, pene-
rapan sanksi pidana terkait dengan
pencemaran maupun perusakan li-
ngkungan diatur dalam ketentuan
Pasal 187, 188, 202, 203, 502, dan
503 KUHP.

Jalur Non Litigasi

Khusus untuk sengketa lingkungan
hidup, pilihan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan
dapat dilakukan melalui sebuah lemba-
ga, baik yang dibentuk oleh pemerintah
dan masyarakat sesuai yang diatur di
pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54
Tahun 2000 bahwa lembaga jasa dapat
dibentuk oleh pemerintah pusat dan
atau pemerintah daerah. Biasanya apa-
rat desa melakukan proses penyelese-
saian sengketa lingkungan hidup me-
lalui mekanisme di luar pengadilan.
Bentuk penanganan penyelesaian seng-
keta lingkungan hidup di luar penga-
dilan dapat melalui:

a. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata 4bri-
traredalam bahasa latin yang berarti
kekuasaan untuk menyelesai-kan
sesuatu perkara menurut kebijaksa-
naan. Arbitrase adalah cara pe-
nyelesaian satu perkara perdata di
luar pengadilan umum yang didasar-
kan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa.Terdapat dua ma-
cam lembaga arbitrase, yaitu arbi-

'8 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata

Lingkungan, dalam ibid, hlm. 249.
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trase institusional dan arbitrase ad
hoc.Arbitrase institusional adalah
arbitrase yang sifatnya permanen
dan melembaga, yaitu suatu organi-
sasi tertentu yang menyediakan jasa
administrasi yang meliputi penga-
wasan terhadap proses arbitrase,
aturan-aturan prosedur sebagai pe-
doman bagi para pihak, dan pe-
ngangkatan para arbiter.Arbitrase
Ad Hoc atau arbitrase volunter ada-
lah badan arbitrase yang tidak per-
manen. Badan arbitrase ini bersifat
sementara atau temporer, karena di-
bentuk  khusus untuk menyel-
esaikan/memutuskan  perselisihan
tertentu sesuai kebutuhan saat itu.
Setelah selesai tugasnya badan ini
bubar dengan sendirinya'’,
Ciri- ciri arbitrase antara lain :

1) Adanya pihak ketiga netral yang
terdiri dari seorang atau panel dari
arbiter.

2) Argumentasi dalam arbitrase dapat
disampaikan baik lisan maupun ter-
tulis dengan dokumen tertentu se-
bagai bukti.

3) Keputusan arbutrase bersifat meng-
ikat

Dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup menggunakan arbit-
rase secara teoritis memang lebih cepat
dan “murah” dan prosedurnya punseder-
hana, tapi pilithan ini kadang dirasa
kurang tepat karena arbitrase menyeru-
pai dengan pengadilan, sehingga kepu-
tusan yang diambil bisa saja tidak me-
nimbulkan kepuasan dari kedua belah
pihak dan win-win solutions tidak dapat
tercapai.Badan arbitrase yang terdapat
di Indonesia adalah Badan Arbitrase
Indonesian (BANI) dan Badan Arbitrase
Muamalat Indonesia(BAMUI).

b. Mediasi

' Frans Hendra Winarta,2005, Hukum

M. Zainul Arifin,
Yunial LailyMutiari,
M. Syahri Ramadhan,
Irsan
Mediasi adalah penyelesaian
sengketa dengan cara menengahi.
Orang yang menjadi penengah di-
sebut sebagai mediator. Dalam pe-
nyelesaian sengketa lingkungan hi-
dup apabila antara kedua pihak tidak
dapat menyelesaikan sendiri seng-
keta yang mereka hadapi, mereka
dapat menggunakan pihak ketiga
yang netral untuk membantu mereka
mencapai persetujuan atau kesepa-
katan. Mediasi diatur dalam pasal 6
ayat (3), (4), (5) UU No. 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Altern-
atif Penyelesaian Sengketa Umum.
Penyelesaian  sengketa ling-
kungan hidup melalui mediasi din-
ilai merupakan langkah terbaik me-
lihat keputusan hasil perundingan
mediasi adalah responsif atas per-
masalahan yang disengketakan di-
samping melihat pada segi biaya
dan waktu yang relatif lebih mini-
mal. Dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, mediasi akan
menguntungkan kedua belah pihak,
karena selain proses penyelesaian-
nya cepat biayanya juga. Selain ber-
gantung pada mediator, negosiasi
apat juga dikatakan gagal jika ada
salah satu pihak yang ingkar terha-
dap hasil mediasi*’.

Negosiasi

Negosiasi secara umum dapat
diartikan sebagai satu upaya penye-
lesaian sengketa oleh para pihak
tanpa melalui proses peradilan. De-
ngan tujuan mencapai kesepakatan
bersama atas dasar kerja sama yang
lebih harmonis dan kreatif. Dengan
demikian negosiasi adalah proses
tawar menawar dimana para pihak
berusaha memperoleh atau menca-
pai persetujuan tentang hal-hal yang
disengketakan atau yang berpotensi
menimbulkan sengketa. Para pihak

Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional
Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,
him. 13. 2ibid, him. 15.
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yang bersengketa berhadapan lang-
sung secara seksama dalam mendis-
kusikan permasalahan yang mereka
hadapi secara korporatif dan saling
terbuka. Meskipun termasuk cara
yang sederhana, negosiasi adalah
suatu keterampilan yang bersifat
mendasar yang dibutuhkan oleh
para negosiator. Negosiasi baik ya-
ng bersifat tranksional (transacti-
onal negotiation) maupun dalam
konteks penyelesaian sengketa (dis-
pute negotiation), tidak hanya seke-
dar sebuah proses yang bersifat
intuitive, melainkan proses yang
harus dipelajari, perlu pengetahuan,
strategi dan keterampilan tertentu.
Negosiasi ini bersifat informal, tidak
terstruktur, dan waktunya tidak ter-
batas. Dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup, dengan negosiasi
bisa saja unsur-unsur hukum tidak
dipersoalkan, asal proses negosiasi
dapat diselesaikan dengan baik dan
menguntungkan semua pihak yang
bersengketa. Yang terpenting agar
penyelesaian sengketa lingkungan
hidup tersebut dapat berjalan dengan
baik adalah, seperti di mediasi, tidak
boleh ada pengingkaran dari salah
satél1 pthak terhadap hasil negosi-
asi” .

. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu usa-
ha mempertemukan keinginan pihak
yang bersengketa untuk mencapai
persetujuan dan menyelesaikan per-
selisihan atau bisa diartikan sebagai
upaya untuk membawa pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan
permasalahan antara kedua pihak
secara negosiasi. Konsiliasi juga da-
pat dipakai apabila mediasi gagal.
Mediator dalam konsiliasi bisa be-
rubah fungsi menjadi konsiliator,
dan jika tercapai kesepakatan, maka

2! Joni Emirzon, 2001, Alternatif

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22.
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konsiliator berubah menjadi arbiter
yang keputusannya dapat mengikat
kedua pihak yang bersengketa®.

e. Fact finder (pencarian fakta)
Pencarian fakta sangat diperlu-

kan dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup karena fakta-fakta
sangat dibutuhkan dalam proses
negosiasi ataupun mediasi.
Pencarian fakta ini dilakukan oleh
pihak yang netral yang bertugas
mengumpulkan bahan-bahan ketera-
ngan untuk dapat dilakukan evaluasi
dengan tujuan memperjelas masa-
lah-masalah yang menimbulkan
sengketa. Yang bisa dilakukan oleh
tim pencari fakta tesebut adalah:

1) Pemeriksaan kebenaran pengaduan.

2) Meneliti sumber pencemaran ling-
kungan hidup.

3) Meneliti tingkat pencemaran suatu
lingkungan hidup.

4) Meneliti siapa pihak yang paling
bertanggung jawab terhadap perusa-
kan lingkungan hidup.

Hasil dari tim pencari fakta akan
berguna untuk menentukan keputusan
terhadap perselisihan sengketa lingku-
ngan hidup. Dalam penyelesaian seng-
keta lingkungan hidup di luar penga-
dilan dapat digunakan jasa pihak ketiga,
baik yang tidak memiliki kewenangan
mengambil keputusan maupun yang
memiliki kewenangan mengambil kepu-
tusan, untuk membantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup. Dengan
demikian salah satu yang ditempuh yai-
tu melalui Lembaga Penyedia Jasa.Para
pihak atau salah satu pihak yang ber-
sengketa dapat mengajukan Permo-
honan bantuan untuk penyelesaian
sengketa lingkungan hidup kepada lem-
baga penyedia jasa dengan tembusan
disampaikan kepada instansi yang ber-
tangung jawab di bidang Pengendalian

21pid, him. 25
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Dampak Lingkungan atau instansi yang
bertanggung jawab di bidang Pengen-
dalian Dampak Lingkungan Daerah
yang bersangkutan.

Instansi yang menerima permo-
honan bantuan untuk penyelesaian seng-
keta lingkungan hidup dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib
melakukan verifikasi tentang kebenaran
fakta-fakta mengenai permohonan pe-
nyelesaian sengketa lingkungan hidup
dan menyampaikan hasilnya kepada
lembaga penyedia jasa yang menerima
permohonan  bantuan  penyelesaian
sengketa lingkungan hidup. Lembaga
penyedia jasa dalam waktu tidak lebih
dari 14 (empat belas) hari sejak mene-
rima hasil verifikasi wajib mengundang
para pihak yang bersengketa. Jika cara
ini tidak berhasil menyelesaikan masa-
lah, maka dapat menggunakan arbitrase
atau mediator™.

Kesimpulan

1. Peran aparat desa dalam menyele-
saikan permasalahan lingkungan hi-
dup di kawasan desa tersebut begitu
sangat penting. Aparat desa yang
merupakan representasi dari masya-
rakat desa, tentunya memahami
kondisi aspek ekonomi, sosial,
politik dan geografis di kawasan de-
sa tersebut. Terkait dengan perlin-
dungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, aparat desa seyogianya meru-
pakan sub — bagian lembaga peme-
rintah dalam mengawal konsep
green contitution yang diatur dalam
UUD 1945.Peran besar terhadap
pelestarian Lingkungan Hidup yang
diemban aparat desadalam manjaga
kelestarian lingkungan di kawasan
perdesaannya begitu besar. Kete-
gasan aparat desa dalam menjaga
kelestarianlingkungan hidup tidak
hanya sebatas dengan berpedoman
kepada peraturan daerah bahkan

BSupriadi, 2005, Hukum Lingkungan di

Indonesia., Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

M. Zainul Arifin,

Yunial LailyMutiari,

M. Syahri Ramadhan,

Irsan

peraturan desa saja. Aparat desa

haruslah juga menjadikan Konstitusi

itu sendiri yaitu tepatnya di dalam

Undang — Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945 (selanjutnya disingkat UUD

1945) sebagai acuan utama dalam

menegakan konsep green constitu-

tion (konstitusi hijau) terkait dengan

kasus pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.

. Khusus untuk sengketa lingkungan

hidup, pilihan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan
dapat dilakukan melalui sebuah
lembaga, baik yang dibentuk oleh
pemerintah dan masyarakat sesuai
yang diatur di pasal 8 Peraturan
Pemerintah No. 54 Tahun 2000
bahwa lembaga jasa dapat dibentuk
oleh pemerintah pusat dan atau
pemerintah daerah. Biasanya aparat
desa melakukan proses penyelese-
saian sengketa lingkungan hidup
melalui mekanisme di luar penga-
dilan. Adapun bentuk penangan
tersebut dapat dilaksanakan melalui
mekanisme Arbitrase, Mediasi, Ne-
gosiasi, Konsiliasi, Fact finder
(pencarian fakta).
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